
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
PRO VINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
NOMOR 52 TAHUN 2018 

TENTANG 

RINCIAN KURANG SALUR ALOKASI DANA DESA, 
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
KEPADA DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan. Peraturan Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018, telah dianggarkan Kurang Salur 
Alokasi Dana Desa dan Kurang Salur Dana Bagi Hasil 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Kotawaringin Barat tentang Rincian Kurang 
Salur Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Kepada Desa Se-Kabupaten 
Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peratu ran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan. Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 
2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi 
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017, Nomor 1955); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 611); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 81); 

15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Tahun 2014, Nomor 43); 

16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun 
2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dani 
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten 
Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat Tahun 2014, Nomor 44); 

17. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Anggaran Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Tahun 2015, Nomor 2) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin 
Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Anggaran Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 23). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN KURANG SALUR 
ALOKASI DANA DESA, BAG! HASIL PAJAK DAERAH DAN 
BAG! HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA SE-
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 
2018. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

2. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah 
dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten 
untuk Desa, yang bersumber dan i bagian dana 
perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima 
oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

3. Kurang Salur Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat 
Kurang Salur ADD, adalah selisih kurang antara ADD 
yang dihitung berdasarkan realisasi rampung 
perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima 
oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus 
Tahun 2017 dikurangi realisasi penyaluran ADD Tahun 
2017. 

4. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, adalah bagian dan i hasil Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa. 

5. Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Kurang 
Salur DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah 
selisih kurang antara DBH Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah yang dihitung berdasarkan realisasi rampung 
penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017 
setelah dikurangi realisasi penyaluran DBH Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2017. 
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BAB II 

PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN 

Pasal 2 

(1) Kurang Salur ADD dianggarkan dalan Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018 sebesar Rp. 884.857.000,00 (delapan 
ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima 
puluh tujuh ribu rupiah). 

(2) Kurang Salur DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
dianggarkan dalan Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar 
Rp.1.372.853.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh 
puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu 
rupiah). 

(3) Kurang Salur DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dan: 

a. Kurang salur DBH Pajak Daerah sebesar 
Rp.1.290.284.000,00 (satu milyar dua ratus 
sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh empat 
juta rupiah). 

b. Kurang salur DBH Retribusi Daerah sebesar 
Rp.82.569.000,00 (delapan puluh dua juta lima 
ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) 

Pasal 3 

(1) Rincian Kurang Salur ADD untuk masing-masing Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dan i Peraturan Bupati mi. 

(2) Rincian Kurang Salur DBH Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah untuk masing-masing Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dan Peraturan Bupati mi. 

Pasal 4 

Penyaluran Kurang Salur ADD, DBH Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah dilaksanakan secara sekaligus sesuai 
dengan pagu Kurang Salur ADD, DBH Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah masing-masing Desa. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat. 

Ditetapkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal, 13 Desember 2018 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

NUFtHIDAYAH 

Diundangkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal, 17 Desember 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

'rI'D 

SUYANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018 
NOMOR 52 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Pit. KEPALAAia: • IM(HUKUM 

Mill  

WAHJU WIDIASTU SH, LL.M 
NIP. 19690112 199903 2 005 



LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR _ - TAHUN 2018 

TENTANG 

RINCLkN KURANG SALUR ALOKASI DANA DESA, 
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL 
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA 
SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
TAHUN ANGGARAN 2018 

RINCIAN KURANG SALUR ADD UNTUK MASING-MASING DESA 
SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

TAHUN ANGGARAN 2018 

KODE 
DESA 

KECAMATAN / DESA 
 KURANG SALUR ADDKETERANGAN 

TAHUN 2017 

1 2 3 4 
62.01.01 KECAMATAN KUMAI 
62.01.01.2001 Sungai Cabang 7.307.400,00 
62.01.01.2002 Teluk Pulai 6.545.900,00 
62.01.01.2003 Sabuai 5.427.900,00 
62.01.01.2004 Keraya 5.184.100,00 
62.01.01.2005 Teluk Bogam 6.140.000,00 
62.01.01.2006 Sungai Bakau 6.300.300,00 
62.01.01.2007 Kubu 7.757.000,00 
62.01.01.2008 Sungai Kapitan 9.658.400,00 
62.01.01.2009 Batu Belaman 5.521.500,00 
62.01.01.2010 Sungai Tendang 6.148.400,00 
62.01.01.2014 Sungai Sekonyer 7.896.900,00 
62.01.01.2015 Sungai Bedaun 7.282.400,00 
62.01.01.2017 Bumi Harjo 7.663.400,00 
62.01.01.2032 Pangkalan Satu 5.770.600,00 
62.01.01.2034 Sabuai Timur 4.920.400,00 

SUB TOTAL 99.524.600,00 

62.01.02 KECAMATAN ARUT SELATAN 
62.01.02.2001 Tan j ung Putri 5.975.900,00 
62.01.02.2004 Pasir Panjang 14.119.800,00 
62.01.02.2010 Rangda 124.795.000,00 
62.01.02.2011 Kenambui 136.444.900,00 
62.01.02.2012 Runtu 8.007.800,00 
62.01.02.2013 Umpang 7.909.900,00 
62.01.02.2014 Kumpai Batu Bawah 6.614.800,00 
62.01.02.2015 Kumpai Batu Atas 6.227.400,00 
62.01.02.2016 Natai Raya 4.907.400,00 
62.01.02.2017 Medang Sari 5.099.100,00 
62.01.02.2018 Natai Baru 5.019.400,00 
62.01.02.2019 Tanjung Terantang 5.408.500,00 
62.01.02.2020 Sulung 5.372.900,00 

SUB TOTAL 335.902.800,00 

62.01.03 KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA 

62.01.03.2001 Babual Baboti 5.891.900,00 
62.01.03.2002 Tempayung 5.545.900,00 
62.01.03.2003 Sakabulin 5.294.100,00 
62.01.03.2004 Kinjil 4.853.500,00 
62.01.03.2005 Dawak 5.373.500,00 
62.01.03.2006 Riam Durian 5.673.200,00 
62.01.03.2009 Lalang 4.776.700,00 
62.01.03.2010 Rungun 6.597.400,00 



KODE 
DESA 

KECAMATAN / DESA 
KUFtANG SALUR ADD 

TAHUN 2017 
KETERANGAN 

1 2 3 4 

62.01.03.2011 Kondang 5.328.500,00 

62.01.03.2012 Suka Jaya 5.257.500,00 

62.01.03.2013 Sukamakmur 5.027.500,00 

62.01.03.2014 Sumber Mukti 5.231.500,00 
62.01.03.2015 Palih Baru 5.857.200,00 

62.01.03.2016 Ipuh Bangun Jaya 5.486.500,00 

62.01.03.2017 Sagu Suka Mulya 5.207.700,00 
SUB TOTAL 81.402.600,00 

62.01.04 KECAMATAN ARUT UTARA 
62.01.04.2001 Nanga Mua 7.275.700,00 
62.01.04.2003 Sukarami 5.942.100,00 
62.01.04.2004 Gandis 6.476.800,00 
62.01.04.2005 Kerabu 5.959.200,00 
62.01.04.2006 Sambi 6.246.500,00 
62.01.04.2007 Penyombaan 6.785.600,00 
62.01.04.2008 Pandau 6.622.400,00 
62.01.04.2009 Riam 5.957.000,00 
62.01.04.2010 Panahan 7.455.800,00 
62.01.04.2011 Sungai Dau 5.203.400,00 

SUB TOTAL 63.924.500,00 

62.01.05 KECAMATAN PANGKALAN LADA 

62.01.05.2001 Pangkalan Tiga 6.102.500,00 
62.01.05.2002 Pandu Sanjaya 9.740.400,00 
62.01.05.2003 Lada Mandala Jaya 6.846.300,00 
62.01.05.2004 Makarti Jaya 135.419.700,00 
62.01.05.2005 Sumber Agung 7.197.900,00 
62.01.05.2006 Purbasari 7.157.600,00 
62.01.05.2007 Sungai Rangit Jaya 6.720.700,00 
62.01.05.2008 Pangkalan Dewa 6.000.100,00 
62.01.05.2009 Kadipi Atas 5.017.300,00 
62.01.05.2010 Sungai Melawen 6.118.900,00 
62.01.05.2011 Pangkalan Dunn 5.972.000,00 

SUB TOTAL 202.293.400,00 

62.01.06 KECAMATAN PANGKALAN 
BANTENG 

62.01.06.2001 Pangkalan Banteng 8.947.500,00 
62.01.06.2002 Mulya Jadi 5.363.600,00 
62.01.06.2003 Karang Mulya 6.916.800,00 
62.01.06.2004 Kebun Agung 5.263.000,00 
62.01.06.2005 Sidomulyo 5.769.000,00 
62.01.06.2006 Marga Mulya 5.430.500,00 
62.01.06.2007 Amin Jaya 7.279.200,00 
62.01.06.2008 Arga Mulya 6.510.400,00 
62.01.06.2009 Natai Kerbau 5.416.600,00 
62.01.06.2010 Simpang Berambai 5.768.500,00 
62.01.06.2011 Sungai Hijau 5.848.500,00 
62.01.06.2012 Sungai Pakit 6.316.100,00 
62.01.06.2013 Berambai Makmur 5.008.000,00 
62.01.06.2014 Karang Sari 5.217.600,00 



KODE 
DESA 

KECAMATAN / DESA 
KURANG SALUR ADD 

TAHUN 2017 
KETERANGAN 

1 2 3 4 
62.01.06.2015 Sungai Pulau 5.264.600,00 
62.01.06.2016 Sungai Bengkuang 6.393.500,00 
62.01.06.2017 Sungai Kuning 5.095.700,00 

SUB TOTAL 101.809.100,00 

TOTAL F-- 884.857.000,00 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

/ NURHIDAYAH 



LAN II 
PEEtATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
NOMOR TAHUN 2018 
TENTANG- 
RINCIAN KURANG SALUR ALOKASI DANA DESA, BAGI 
HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI 
DAERAH KEPADA DESA 
SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
TAHUN ANGGARAN 2018 

RINCIAN KURANG SALUR DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
UNTUK MASING-MASING DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

TAHUN ANGGAFtAN 2018 

NO KECAMATAN / DESA 
KURANG SALUR DBH 

PAJAK DAERAH 
TAHUN 2017 

KURANG SALUR DBH 
RETRIBUSI DAERAH 

TAHUN 2017 
KETEFtANGAN 

1 2 3 4 5 

62.01.01 KECAMATAN KUMAI 
62.01.01.2001 Sungai Cabang 10.869.300,00 679.800,00 
62.01.01.2002 Teluk Pulai 10.078.400,00 630.300,00 
62.01.01.2003 Sabuai 11.531.000.00 721.200,00 
62.01.01.2004 Keraya 12.025.300,00 752.100,00 

62.01.01.2005 Teluk Bogam 14.040.600,00 878.200,00 
62.01.01.2006 Sungai Bakau 9.498.000,00 594.000,00 

62.01.01.2007 Kubu 9.976.600,00 624.000,00 

62.01.01.2008 Sungai Kapitan 72.559.400,00 4.538.500,00 
62.01.01.2009 Batu Belaman 13.796.500,00 862.900,00 

62.01.01.2010 Sungai Tendang 14.624.300,00 914.700,00 
62.01.01.2014 Sungai Sekonyer 9.599.100,00 600.400,00 

62.01.01.2015 Sungai Bedaun 9.357.200,00 583.900,00 

62.01.01.2017 Bumi Hari() 29.451.700.00 1.842.100,00 

62.01.01.2032 Pangkalan Satu 19.729.000,00 1.234.000,00 

62.01.01.2034 Sabuai Timur 11.531.000,00 721.200,00 
SUB TOTAL 258.667.400,00 16.177.300,00 

62.01.02 KECAMATAN ARUT SELATAN 
62.01.02.2001 Tanjung Putri 31.015.800,00 1.940.000,00 

62.01.02.2004 Pasir Panjang 139.592.000,00 8.731.500,00 

62.01.02.2010 Rangda 21.653.300,00 1.983.800,00 

62.01.02.2011 Kenambui 21.034.000,00 1.927.100,00 

62.01.02.2012 Runtu 9.971.000,00 623.600,00 

62.01.02.2013 Umpang 9.782.500,00 611.800,00 

62.01.02.2014 Kumpai Batu Bawah 9.398.100,00 587.800,00 

62.01.02.2015 Kumpai Batu Atas 18.337.300,00 1.146.900,00 

62.01.02.2016 Natai Raya 12.923.800,00 808.300,00 

62.01.02.2017 Medang Sari 14.717.100,00 920.500,00 

62.01.02.2018 Natai Baru 11.847.600,00 741.000,00 

62.01.02.2019 Tanjung Terantang 16.399.700,00 1.025.700,00 

62.01.02.2020 Sulung 9.333.800,00 583.800,00 
SUB TOTAL 326.006.000,00 21.631.800,00 

62.01.03 KECAMATAN KOTAWARINGIN 
LAMA 

62.01.03.2001 Babual Baboti 9.460.500,00 591.700,00 

62.01.03.2002 Tempayung 9.357.700,00 585.000,00 

62.01.03.2003 Sakabulin 9.292.900,00 581.200,00 

62.01.03.2004 Kinjil 10.897.200,00 681.600,00 

62.01.03.2005 Dawak 10.592.700,00 662.500,00 

62.01.03.2006 Riam Durian 15.777.600,00 986.800,00 

62.01.03.2009 Lalang 9.765.800,00 610.800,00 

62.01.03.2010 Rungun 12.510.100,00 782.400,00 
62.01.03.2011 Kondang 9.871.700,00 617.400,00 
62.01.03.2012 Suka Jaya 9.297.500,00 589.000,00 
62.01.03.2013 Sukamakmur 9.607.500,00 600.900,00 
62.01.03.2014 Sumber Mukti 16.012.100,00 1.001.500,00 

62.01.03.2015 Palih Baru 17.142.900,00 1.072.200,00 
62.01.03.2016 Ipuh Bangun Jaya 14.145.100,00 884.700,00 
62.01.03.2017 Sagu Suka Mulya 9.292.900,00 581.200,00 

SUB TOTAL 173.024.200,00 10.828.900,00 

62.01.04 KECAMATAN ARUT UTAFtA 
62.01.04.2001 Nanga Mua 9.292.900,00 581.200,00 
62.01.04.2003 Sukarami 9.292.900,00 581.200,00 
62.01.04.2004 Gandis 10.443.900,00 653.200,00 

62.01.04.2005 Kerabu 9.292.900,00 581.200,00 
62.01.04.2006 Sambi 9.596.700,00 600.200,00 



NO KECAMATAN / DESA 
KURANG SALUR DBH 

PAJAK DAERAH 
TAHUN 2017 

KURANG SALUR DBH 
RETRIBUSI DAERAH 

TAHUN 2017 
KETERANGAN 

1 2 3 4 5  

62.01.04.2007 Penyombaan 10.410.900,00 651.100,00 

62.01.04.2008 Pandau 9.292.900,00 581.200,00 

62.01.04.2009 Riam 9.292.900,00 581.200,00 

62.01.04.2010 Panahan 9.303.500,00 581.900,00 

62.01.04.2011 Sungai Dau 9.292.900,00 581.200,00 
SUB TOTAL 95.512.400,00 5.973.600,00 

62.01.05 KECAMATAN PANGKALAN LADA 

62.01.05.2001 Pangkalan Tiga 16.227.400,00 1.015.000,00 

62.01.05.2002 Pandu Sanjaya 34.108.400,00 2.133.400,00 

62.01.05.2003 Lada Mandala Jaya 18.486.600,00 1.156.300,00 

62.01.05.2004 Makarti Jaya 21.335.400,00 1.954.700,00 

62.01.05.2005 Sumber Agung 25.217.100,00 1.577.300,00 

62.01.05.2006 Purbasari 16.117.000,00 1.008.000,00 

62.01.05.2007 Sungai Rangit Jaya 16.475.800,00 1.030.500,00 

62.01.05.2008 Pangkalan Dewa 25.050.700,00 1.566.900,00 

62.01.05.2009 Kadipi Atas 9.292.900,00 581.200,00 

62.01.05.2010 Sungai Melawen 19.310.200,00 1.207.800,00 

62.01.05.2011 Pangkalan Dunn 16.588.800,00 1.037.600,00 
SUB TOTAL 218.210.300,00 14.268.700,00 

62.01.06 KECAMATAN PANGKALAN 
BANTENG 

62.01.06.2001 Pangkalan Banteng 11.269.000,00 704.800,00 
62.01.06.2002 Mulya Jadi 12.722.200,00 795.700,00 
62.01.06.2003 Karang Mulya 22.888.000,00 1.431.600,00 
62.01.06.2004 Kebun Agung 17.899.100,00 1.119.500,00 

62.01.06.2005 Sidomulyo 14.706.000,00 919.800,00 
62.01.06.2006 Marga Mulya 15.252.800,00 954.000,00 
62.01.06.2007 Amin Jaya 11.794.700,00 737.700,00 
62.01.06.2008 Arga Mulya 14.880.400,00 930.700,00 
62.01.06.2009 Natai Kerbau 12.147.100,00 759.700,00 
62.01.06.2010 Simpang Berambai 12.224.900,00 764.600,00 
62.01.06.2011 Sungai Hijau 12.709.500,00 794.900,00 
62.01.06.2012 Sungai Paldt 11.527.500,00 721.000,00 
62.01.06.2013 Berambai Makmur 9.292.900,00 581.200,00 
62.01.06.2014 Karang Sari 9.292.900,00 581.200,00 
62.01.06.2015 Sungai Pulau 9.292.900,00 581.200,00 
62.01.06.2016 Sungai Bengkuang 11.670.900,00 729.900,00 
62.01.06.2017 Sungai Kuning 9.292.900,00 581.200,00 

SUB TOTAL 218.863.700,00 13.688.700,00 

TOTAL 1.290.284.000,00 82.569.000,00 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 
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